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Abstrak
 

Pasar modal merupakan salah satu sarana yang digemari oleh perusahaan untuk memperoleh tambahan dana

demi menjamin keberlangsungan usahanya, dimana diperdagangkan efek bersifat kepemilikan dan efek

bersifat utang. Salah satu efek bersifat utang yang paling digemari adalah obligasi, seperti PT Wijaya Karya

Tbk. yang menerbitkan obligasi bunga abadi atau yang dikenal juga dengan sebutan perpetual bond pada

tahun 2019. Pada tahun yang sama Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (“POJK 30/2019”) yang mengatur mengenai perpetual

bond. Padahal, pada tahun 2018 OJK sudah memastikan bahwa tidak diperlukan adanya pengaturan khusus

mengenai perpetual bond. Penelitian ini mencoba untuk meneliti apakah memang diperlukan adanya

pengaturan perpetual bond dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegangnya

dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan

primer, sekunder, dan tersier. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan perpetual bond

diperlukan guna memberikan perlindungan hukum yang jelas mengingat banyaknya risiko perpetual bond,

demi mendukung adanya kepastian hukum, serta guna memenuhi amanat dari Declaration Summit on

Financial Markets and The World Economy. Kemudian perlindungan hukum yang diberikan berbentuk

preventif dan represif berupa pengaturan syarat-syarat penerbitan perpetual bond, pembatasan pihak-pihak

yang dapat melakukan penerbitan maupun pihak yang dapat melakukan pembelian, keberadaan agen

pemantau, kewajiban penerbit untuk menyampaikan dokumen penerbitan yang terdiri dari surat pengantar

dan memorandum informasi, kewajiban pelaporan oleh penerbit dan agen pemantau kepada OJK, pemberian

sanksi administratif, serta keberadaan wali amanat dalam hal penerbit wanprestasi.

......The capital market is one of the favorite means for companies to obtain additional funds to ensure the

continuity of their business, where ownership securities and debt securities are traded. One of the most

popular debt securities is bonds, such as PT Wijaya Karya Tbk. which issues perpetual bond in 2019. In the

same year the financial services authority, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) issued OJK Regulation Number

30/POJK.04/2019 Year 2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without

Public Offering (“POJK 30/2019”) which regulates perpetual bonds. In fact, in 2018 OJK has ensured that

there is no need for special arrangements regarding perpetual bonds. This study tries to examine whether

there is really a need for a perpetual bond regulation and how legal protection is given to the holder in the

form of normative juridical research and using library materials such as primary, secondary, and tertiary

materials. From this research, it can be concluded that the regulation of perpetual bonds is needed to provide

clear legal protection considering the many risks of perpetual bonds, to support legal certainty, and to fulfill

the mandate of the Declaration Summit on Financial Markets and The World Economy. Then the legal

protection provided is in the form of preventive and repressive forms in the form of setting the conditions

for the issuance of perpetual bonds, restrictions on parties who can issue and those who can make purchases,
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the presence of monitoring agents, the obligation of the issuer to submit issuance documents consisting of

cover letters and information memorandum, reporting obligations by issuers and monitoring agents to OJK,

administrative sanctions, as well as the presence of a trustee in the event that the issuer defaults.

 


